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ABSTRAK

Ekstremitas hukuman had dalam Islam yang dijatuhkan terhadap tindak kejahatan
khamr adalah untuk memperbaiki akhlak, sebab ia menjadi sendi kehidupan masyarakat,
sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlakul karimah dikenai sanksi.
Sedangkan Hukum Positif keberadaannya tidak demikian, bahkan boleh dikatakan hukum
positif tidak menganggap al-akhlakul karimah sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga
suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada
masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan bersumber dari data primer dan
sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
normatif, dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang terkumpul menggunakan
metode komparasi.

Persamaan antara UU No0.5/1997 dengan Hukum Islam adalah bahwa kedua hukum
tersebut memuat penyalahgunaan psikotropika termasuk dalam tindak pidana kejahatan,
sanksi hukumannya sama berat, yaitu maksimum hukuman mati, dan larangan
penyalahgunaan psikotropika sama lengkap. Sedang perbedaannya adalah dilihat dari segi
pengaturan dan sanksi terhadap pemakai lebih rinci dan jelas dalam Hukum Islam, UU
N0.5/1997 tentang Psikotropika di Indonesia adalah UU yang mengikat, sedangkan Hukum
Islam di Indonesia tidak mengikat meski demografis mayoritas penduduknya beragama
Islam. Hukum Islam mengatur diyat yang harus diberikan ahli waris terpidana apabila
hukuman had tersebut melebihi dari ketentuan syar’l sehingga akan meninggal dunia jika had
lebih dari 40 kali deraan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran obat terlarang narkotika dan psikotropika secara ilegal di
Indonesia sejak beberapa tahun ini semakin meningkat. Indonesia yang tadinya
hanya sebagai negara transit belakangan telah dijadikan daerah tujuan operasi
oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Ini terbukti dengan banyaknya
pengedar berkéBangsaan ésing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang
bukti narkotika dan psikotropika vang cukup besar.

Akibat langsung yang bisa dirasakan adalah semakin maraknya
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terutama di kalangan remaja, selebriti,
ibu-ibu, bahkan meluas melibatkan banyak siswa SMU dan SLTP. Kondisi ini
sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak
generasi muda Indonesia dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi
kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Salah satu usaha mengatasi hal tersebut
pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang
mengatur produksi, impor, ekspor, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan
menggunakan narkotika dan psikotropika.

Sebagai makhluk yang berakal, manusia yang pada dasarnya dapat berbuat
berdasar kehendak secara bebas menurut akalnya. Akan tetapi dalam kehidupan
bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang

mengatur tingkah laku dan perbuatan mereka. Ketentuan tersebut berupa norma-



3]

norma yang terdapat di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjamin

ketertiban dalam masyarakat. Sepertt norma agama, norma kesopanan, norma

kesusilaan dan norma hukum.”

Norma adalah suatu rangkaian aturan berupa perintah dan larangan, norma
hukum memiliki cirt khas yang berbeda dengan norma lainnya, yaitu memiliki
daya pemaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya pemaksa itu dikenal dengan
sanksi. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan
berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang vang
telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan
hakikatnya sebagali sarana keadilan dan pengamanan serta penunjang
pembangunan.

Dengan demikian peran hukum yang mewarisi tata kehidupan
bermasyarakat dengan daya pemaksa tersebut ternyata tidak sepenuhnya ditaati
dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan ringannya sanksi
yang dijatuhkan bagi pihak pelanggar. Ataupun perbuatan melawan hukum
tersebut belum dilarang. Adanya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan sebagian
masyarakat juga dikarenakan tidak serasinya antara nilai, kaidah dan pola perilaku
dalam masyarakat yang menyebabkan kesimpangsiuran dan pola tidak terarah
dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud dengan

“psikotropika™ adalah zat atau obat, batk alamiah maupun sintetis bukan

" Siswo Wiratmo, Penganter [imu Hukum, (Yogyakarta: FH. Ui, 1990) hlm. 9



narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”
Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma

ketergantungan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 digolongkan menjadi:

1. Psikotropika golongan |

o

Psikotropika golongan Il

Psikotropika golongan 1l

[P

4, Psikotropika golongan IV
Adapun yang dimaksud dengan :

a. Psikotropika golongan | adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan
hanya dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan iimu
pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma
ketergantungan.

c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan
hanya dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma

ketergantungan.

D Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), him.82.



d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan
dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan serta mempunyal potensi ringan mengakibatkan sindroma
ketergantungan.

Sanksi tindak pidana terhadap kejahatan psikotropika ini menurut UU
NO.5/1997 mendapat hukuman minimum penjara 1 tahun dan denda
20.000.000.(dua puluh juta). Sanksi ini dikenakan terhadap seseorang atau
slapapun yang menerima penyerahan psikotropika, dan bagi siapapun yang
menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani

pengobatan dan perawatan, serta menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi vang
tidak memiliki izin dari mentri.” Adapun sanksi berat atau hukuman maksimum

adalah pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun atau hukuman mati, dan
hukuman denda maksimal Rp. 5000.000.000.(lima miliar). Pidana penjara atau
hukuman mati dan denda lima miliar itu dikenakan terhadap siapapun yang

memproduksi, menggunakan dan memliki psikotropika golongan 1, mengimpor

dan mengekspor yang dilakukan secara terorganisir.”’

Kejahatan psikotropika dalam hukum pidana Islam adalah segala sesuatu
vang dapat merusak akal, yaitu penggunaan khamr. Masuk kategori k/ramr ini
misalnya adalab morfin, heroin, ganja, arak, bir, ekstasi (psikotropika), pil koplo

dan lain-lain. Tindak pidana kejahatan yang dapat merugikan akal dikenai sanksi

Y Baca UL Narkotika den sikotropika, hlm 82-105.

Y thid,



tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan si pengguna dan memasukkannya
ke dalam jarimah dengan sanksi hukum terberat.” Menurut syara’ semua barang

haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak dikenakan hukuman /ad (tindak

kriminal), sedangkan yang tidak menggangu jiwa seperti makan bangkai

. R )
dikenakan hukuman (a zir ®

Dalam Hukum Pidana Islam dimasukkan ke dalam jarimah hudud bagi
perbuatan kejahatan yang merusak akal ini di mana kejahatan ini dalam Islam
dikenal dengan sebutan jarimah syirb al-khamr, artinya tindak pidana minum-

minuman keras. Sedangkan jarimah menurut definisi Al-Mawardi sebagai berikut:

7 Lo Y . = .= E b )
Dapp AR e e ae ph o st

Hukuman had yang dikenakan terhadap kejahatan syird af-khamr im
adalah hukuman fisik berupa deraan atau jilid 40-80 kali bagi kejahatan khamr
dalam tingkatan ringan . Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi sebagal

berikut:

‘ % Rahmat Hakim, Hukum Pidana Datant Islam (Iikih :[fira}-crrj (Bandung: Pustaka Setia,
2000}, him. 96

® Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-JinGi al-Isliiniy; Mugaranan bi al-Qain al-Wad'i
(Bairut: Muasisah ar-Risalah, 1994), juz 2: 685.

" Al-Mawardi, ali-Ahkainm as-Sultaniyvah (Mesir: Dar al- Bab al- Halabi, 1973), hlm. 219.
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Sedangkan bagi kejahatan syirb al-khamr dalam tingkatan parah (berat)

adalah hukuman mati. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

s Jazd dxgl Jiste B o glomd she OB 0 gl ste OB o gl et i s

Hukuman denda dalam Islam adalah dikenakan bagi eksekutror atau yang
melaksanakan hukuman. Denda atau dalam Islam disebut diyat dikenakan bagi
pelaksana had apabila ia melaksanakan hukuman yang melebihi dari ketentuan
syar’i sehingga menyebabkan si terpidana meninggal duma. Diyar atau denda
tersebut sebesar satu divar atau setengahnya, satu divar sama dengan seratus

onta.'"

Ekstremitas hukuman Aad dalam Istam yang dijatuhkan terhadap tindak
kejahatan khamr ini adalah untuk memperbaiki akhlak, sebab ia menjadi sendi

kehidupan masyarakat, sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan a/-

¥ Abi Hafz Umar ibn Badr al-Musli, a/-Jam 'u baina as-Sakihain (Bairut: al-Maktab ai-

Islarmi, 1995), juz [: 250. “Kitab al-Hudud”, “Bab fi Had as-Surf’, “harf H”, hadis ke 550
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas. Hadis sahih.

? Abu Bakr ahmad Ibn al-Husain al-Bachaqi, Kitab as-Sunan as-Sagir (Bairut: Dar al-

Fikr, t.t.), jiid II: 277. “Kitab al-Asyribah”, “3. Bab Wujub al-Had fi al-Khamr”. Hadis riwayat
Abu at-Tayib Sahl Ibn Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abd Aliah dari Ibn Umar. Hadis im adalah
sahih.



akhluk al-karimah dikenai sanksi. Sedangkan Hukum Positif keberadaannya tidak
demikian, bahkan boleh dikatakan hukum positif tidak menganggap a/-akhlak al-
karimah sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan barﬁ diancam
pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat.

Seperti halnva dalam minum-minuman keras, hukum positif baru
menjatuhkan hukuman bila pemabuk itu mengganggu ketertiban umum, akan
tetapi syari’at Islam menghukum peminum khamr karena unsur perbuatannya,
yaitu bahwa minum khamr adalah perbuatan keji sehinggga pelakunya harus
dikenai sanksi (hukuman). Hukum positif dalam menjatuhkan hukum bukan
karena kerugian yang diderita oleh masyarakat, sedangkan Hukum islam atas
dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah perbuatan tersebut merusak akal,
sedang jika akhlak terpelihara akan terpelihara juga kemaslahatan umat secara
menyeluruh.

Penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua hukum tersebut yakni
hukum positif khususnya UU No. 5/1997 dengan hukum Islam yang berkaitan
dengan psikotropika atau minuman keras, sebagal usaha untuk mencari persamaan
dan perbedaan antara keduanya. Selain i1tu adalah berusaha untuk menemukan
sejauh mana prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan

penyalahgunaan psikotropika.

' Ima al-Mawardi, al-Ahkém as-Sultaniyah, alih bahasa Fadli Bahri (Jakarta: Dar al-
Falah, 2000), him 376.



B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah, agar kajian dalam penelitian ini lebih
terfokus maka akan dibatasi pada pokok masalah. Pbkok permasalahan ini akan
dirumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan sebagar berikut, yaitu:

:19 Bagaimanakah bentuk persamaan dan perbedaan pengaturan dan sanks: atas
perbuatan pidana penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang
nomor 5 tentang psikotropika dan hukum Islam ?

@ Bagaimanakah prospek kedua hukum tersebut dalam menanggulangi

penyalahgunaan psikotropika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum perbuatan pidana
peyalahgunaan psikotropika menurut . Undang-Undang nomor 5 /1997
tentang psikotropika dan Hukum [slam.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap
penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997
tentang psikotropika dan hukum Islam.

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:
a. Dan aspek relevansi, penelitian ini sangat sesual dengan kondisi sosial saat

ini, di mana patologi sosial yang begitu akut dan parah penyalahgunaan
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psikotropika sudah merasuk ke jantung masyarakat Indonesia. Kajian
penelitian dalam rangka skripsi adalah suatu upaya untuk memberi
kontribusi  pemikiran hukﬁm demi mengurangi kriminalitas dalam
penyalahgunaan psikotropika ini.

b. Dilihat dari segi signifikansi, penelitian ini adalah sangat penting dan urgen,
guna membert pengetahuan yuridis kepada masyarakat, dan diharapkan hasil

akhir penelitian ini menjadi salah satu referens: dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh int kajian tentang obat-obatan yang tergolong obat keras seperti
narkotika dan psikotropika sudah banyak dilakukan terutama yang ada kaitannya
dengan ilmu kedokteran. Namun yang sifatnya mengkomparasikan antara
Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psiktropika dengan hukum Islam
belum begitu banyak dilakukan. Berikut akan disebutkan buku-buku ataupun
kitab-kitab yang terkait dengan studi yang akan dibahas.

Undang-Undang Narkotika dan psikotropika, dalam buku ini memuat
Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang kesehatan dan Undang-Undang
nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, juga memuat beberapa undang-undang
lain.

Kejahatan Narkotika  danPsikotropika, karya Andi Hamzah dan
Surachman, buku 1m membahas tentang penanganan penegakkan hukum terhadap
kejahatan narkotika dan psikotropika meliputi penyidikan lalu lintas (peredaran)

gelap termasuk produksi, kultivasi, distribusi, dan konsumsi yang dalam kasus ini
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ditangani oleh Polri dan Departemen Kesehatan, yang diteruskan kekejaksaan.
Proses penyidangan di pengadilan dan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan
(LP), dan Lerﬁbaga Sosial lainnya.

JfAl— Jarimah wa al-*Ugubah fi al-figh al-Islami, karya abu Zahrah, yang
menjelaskan tentang unsur-unsur dari tindak pidana dalam syari’at islam, teori-
teori hukuman berikut bentuk-bentuk sankst (hukuman) terhadap pelanggar tindak
pidana. “Al-Halal wa al-Haram Ii al-Islam, karya yusuf Qardawi yang
memaparkan pandangan para ulama mengenai narkotika dan sejenisnya.

. Al-Tasyri’ al-Jing 'l al-Jslami, karya Abd al-Qadir Awdah, dalam kitab ini
dijefaskan Pengertian tindak pidana dalam syari’at Islam, macam-macam jarimah
juga sanksi- sanksi terhadap tindak pidana dalam Islam.

_ Al-Ahkam al-Sultaniyyah, karya al-Mawardi adalah buku yang mengupas
tentang berbagai persoalan pemerintahan, hukum, dan persoalan keagamaan
lainnya. Kitab ini terfokus pada kajian pemerintahan dan kebijakannya dalam
menerapkan hukum Islam. Hukum Islam yang berkaitan dengan psikotropika
secara umum disinggung dalam pembahasan a/-khumr. Pembahasan hukumnya
lebih menekankan pada pendapat mazhab Syafi'i, di antaranya yaitu bahwa bagi
para pecandu harus dihukum #ad, yaitu didera sampai 40 kali, dan hukuman bagi

pecandu berat hukuman lebih dari 40 dera adalah termasuk a =ir.

E. Kerangka Teoretik
Secara umum, jika diklasifikasikan berdasar sumber timbulnya hukum,

hukum yang digunakan manusia ada dua macam. Perfama, yaitu hukum sekuler,
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yaitu hukum yang bersumber dari pikiran manusia sebagai akibat dari kebutuhan
akan ketertiban, ketentraman (/aw and order) dan jaminan hak-hak dasar
manusiawinya (fundamental human right). Kedua, hukum agama yaitu hukum
yang nilai-nilai dasamya bersumber dari wahyu, kemudian pada tahap

aplikasinya disistematisir dan diobyektifkan oleh manusia melalui nalarnya,
dengan sedikit banyak, dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.'"

Kompleksitas kriminal masyarakat dewasa ini, modus operandi kejahatan
dan pelanggaran pidana semakin variatif. Adanya berbagai kecenderungan untuk
menegakkan hukum secara tegas, dan untuk mengantisipasi visioner serta yuridis
teknis yang memungkinkan terjadinya reformulasi dan reaffirmasi nilai-nilai
hukum dan moralitas yang kokoh. Pelaksanaan Hukum Positif dan Hukum Islam
adalah hal yang mendesak untuk segera ditegakkan demi mengeliminir atau
menekan kriminalitas yang terjadi. Selain itu, juga untuk melindungi manusia dari
kerusakan fisik dan moral.

Undang-undang No. 5/1997 tentang psikotropika adalah salah satu upaya
bangsa indonesia untuk menekan kriminalitas yang diakibatkan oleh obat-obatan
psikotropika. Adapun pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan
penyalahgunaan psikotropika secara khusus dalam lIslam belum ada. Sebab,
psikotropika itu sendin merupakan bahasa dan permasalahan modem, terutama
dalam dunia obat-obatan. Tetapi secara umum, permasalahan obat-obat terlarang

telah disinggung dalam hukum Islam vyaitu masuk klasifikasi wacana

") Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP. , Pidana Islam di Indonesia: Peluang,
Prospek, dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 7,



yurisprudensi tentang kfiamr (minuman atau barang fain yang menggangeu kerja
saraf otak secara normal). Karena dan aspek definisinya psikotropika dan khanir
hampir memiliki kesamaan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis (campuran), yang berakibat psikoaktif melalur pengaruh selektif

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku.'” Sedangkan khamr adalah zat atau bahan, baik alamiah

maupun sisntetis (campuran), yang mengandung alkohol (air keras), yang dapat

mengganggu saraf dan atau memabukkan sehingga menyebabkan perubahan khas

.o

pada aktivitas mental dan perilaku seperti kegelisahan atau kegembiraan yang -

mendadak, tidak sadar apa yang diucapkan, dan perilaku negatif lainnya.m Baik

psikotropika maupun khamr ini memiliki manfaat karena di samping berfungsi
sebagal pengobatan juga pengembangan ilmu pengetahuan, tapi efek negatifnya
jauh lebih besar karena dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan serta
terganggunya sistem kerja saraf otak.

Khamr dalam Islam yang alamiah seperti anggur, jika disimpan berhari-
hari dapat memabukkan karena mengandung air keras. Adapun yang berupa
sintetis dapat berbentuk berbagai campuran seperti perasan anggur, madu,

gandum, syair (padi), jagung, beras, susu dan sebagainya. Buah korma dan zabib

' UU No. 5/1997 tentang psikotropika pasal 1, ayat (1), dalam Undang-undang
Narkotika dan Psikotropika cet. 3 (Jakarta:Sinar Grafika, 1999), him. 82-83.

' yusuf Qardhawi, al-Haldl dan al-Haram, alih bahasa Mu’ammal Hamidy (Surabaya:

PT. Bina Ilmu, 2000}, him. 89-90. Adapun efek negatif dan khamr ini dapat dibaca dalam M.
Sa’adullah Fattah, Prinsip-prinsip Islam dalam Upaya Menyehatkan Kehidupan Masyarakat
(Pekalongan: TB. Bahagia, 19840, him. 103-104.
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(kismis) juga dapat dibuat menjadi sejenis kframr yang memabukkan seperti jenis

arak.'"" Semua jenis khamr baik alamiah maupun sintetis apabila dapat

memabukkan maka dihukumi haram.” Dengan demikian, khamr (barang yang

dapat mempengaruhi kerja saraf) termasuk dalam barang-barang yang terlarang
seperti obat-obatan psikotropika. Atau dapat dikatakan bahwa Idaumr.ini termasuk
dalam narkotika atau psikotropika karena ada kesamaan dalam sisi efek
negatifnya, yaitu mengakibatkan pada terganggunya kema saraf dan
ketergantungan atau kecanduan. Berdasar hal itulah, maka semua yang termasuk
jenis psikotropika maupun khamr dihukumi haram atau termasuk barang
terlarang.

Hukum yang mengatur psikotroptka maupun khamr dalam Islam, jika

dilihat dan pendekatan positivistik, maka hukum adalah sesuatu yang terpjsah dari

masyarakat. Namun, apabila tujuan hukum itu sendiri, untuk mengatir ketertiban
dan keseimbangan kehidupan masyarakat, maka lahirnya undang-undang atau
hukum itu didasari atas sesuatu sebab yang terjadi daiam masyarakat. Dengan
demikian, apabila memakai pendekatan struktural, harus lebih dahulu

mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan,

'Y Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fikik Islam (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 1997), him. 504-505.

'3 Jbid: imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyah; Prinsip-prinsip Penyelenggaraan

Negara Islam, alih bahasa Fadli Bahri (Jakarta; Darul Falah. 2000), him. 375; Yusuf Qardhawi,
Halal dan Haram. him. 92, M. Sa’adullah Fattah, Prinsip-prinsip Islam., him. 102.
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ketidakseimbangan, dan kerusakan moral yang terjadi, sehingga penerapan hukum
dapat menjadi efektif dan aplikatif,'®

Seorang kritikus R.A. Duff menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum
dan hukuman merupakan suatu ekspres: dari kntik moral. Mengkntik seseorang
berarti mencelanya karena sesuatu yang ada disé'kitarnya 1a bertanggung jawab.
Dalam konteks hukuman, tujuan kritik adalah mengantar orang yang telah

bersalah kepada pengakuan akan tindakannya agar mengubah perilakunya.m

Hukum atau undang-undang itu dibuat menurut Primoratz dengan mengutip
pendapat Plato, adalah bertujun untuk mencegah (preventive) perbuatan yang

merugikan baik bagi pelaku maupun orang lain terutama untuk kebaikan masa
depan.'® Sedangkan hukuman atau sanksi adalah bertujuan untuk membuat jera si

pelaku, dan berfungsi sebagai penangkal kejahatan dalam masyarakat, maka

menurut mazhab utilitaris memandang bahwa nilai terpenting dalam suatu hukum

atau sanksi terletak pada fungsi preventif yang dimainkannya. 19

Secara umum tujuan pembentukan hukum menurut Islam adalah untuk
mencapai  kebahagiaan hidup manusia di duma dan akhirat, dengan jalan

mengambii segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat

') Baca, Atho Mudhar, Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998).

' Yong Ohoitimur, Teori Etika tentang Hukuman Legal (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1997), hlm. 59,

') Ibid., hlm. 24



yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujvan

hukum (syari’at) dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup
manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial*® Menurut Asy-
Syatiby, Tujuan akhir hukum (Islam) adalah kebaikan dan kesejahteraan umat

manusia,’” yang berkaitan dengan kehidupan beragama, jiwa, harta, akal, dan
nasab.’” Hukum pidana Islam {jinayat) menurutnya merupakan usaha preventif

agar tidak terjebak pada prilaku jahat.”> Begitupun dengan pembentukan Hukum

positif yang dibentuk negara (non islam), adalah juga untuk mencegah seseorang
agar tidak berbuat kejahatan, dan pula, untuk mendidik dan membina pelaku

tindak kejahatan.®” Selain itu pembentukan hukum (Undang-undang) juga

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial, dan hal itulah sebenarnya tujuan

utama dari segala peraturan perundang-undangan yang ada®

Y Ibid, hlm 24

" Mohammad Daud Ali, Hukwm Islam : Pengantar Hmu Hukum dan Tata Hukum [slam
df Indonesicr, Cen 7 (Jakarta, Rajawali Pers, 1999 ), him. 54.

2V Mohammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa
Yudion W Asmin { Surabaya : Al- lkhlas, 1995 ), hal 225.

2 fpidd., hlm.230.

™ Ibid .

Y Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminitogi { Bandung; PT. Eresco,
1942 ), hlm.127.

) fhid., him. 128
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Hukum pidana positif atau jinayat sesungguhnya merupakan bagian dart
keseluruhan hukum vyang berlaku di suatu negara, menurut Moelyanto (1987)
Hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yvang dilarang, dengan
disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang
melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
pelanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana pengenaan

pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

26

larangan tersebut. ’ Berdasar atas hal ini, hukum pidana menurut asas-asas,

norma dan sanksi, di mana hal ini dapat dibedakan menjadi dua yaiw; Periuma,
hukum pidana dalam arti obyektif atau strarechr in objectieve zin yakni sebagai
hukum pidana yang berlaku atau hukum positif. Kedug, hukum pidana dalam arti
subyektif atau strahrecht in subjektieve zin, yakni hak negara dan alat-alat

kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengkaitkan
pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman,™”

Memperhatikan keadaan UU No. 5/1697 dan Hukum Iislam tentang
psikotropika (khamr) dalam arti obyektif dan secara material merupakan sebuah
undang-undang yang mengarah pada tujuan ketertiban dan kemaslahatan
masyarakat. UU No. 5/1997 tentang psikotropika secara kuantitatif maupun

kualitatif adalah sudah rinci dan komprehensif.

2 1bid., him 130..
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Pemberian sanksi yang jelas terhadap pemakai atau yang ikut berkumpul

satu meja dengan pemakai berupa dera 40-80 kali ini karena mabuk, merugikan
orang lain, dan merusak akhlak dirinya.zg) Hukuman tersebut adala}; sangat efektif
dalam menuju ketertiban sostal. Lain halnya hukuman bagi para pemabuk atau
pecandu menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pemberian

sanksi bagi para tindak pidana tersebut, dalam hal ini kegiatan penyalahgunaan

psikotropika, menurut KUHP dijatuhkan karena merugikan orang atau lembaga
dan atau negara, bukan karena mabuknya.’” Hudud yang dikenakan bagi kriminil
adalah mengisyaratkan bahwa masyarakat Islam secara fegas menolak perbuatan
)

kriminal, kapan pun dan dalam keadaan apapun.*

Pengaturan hukum dan sanksi terhadap penyalahgunaan barang-barang
yang memabukkan dan mengakibatkan kecanduan ini, meliputi produksi,

menyimpan, penggunaan, menerima, pengedaran, menjual, membeli, meminta,
dibelikan atau diberi.*” Hal ini seleras dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

sebagai berikut;

M rhid

%) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) (Bandung: Pustaka setia, 2000),
him. 101.

29 fhid.

3% yusuf Qardhawi, Sisrem Masyarakat Islam dalam al-Qur’an dan Sunnah, alih bahasa
Abd Salam Masykur {(Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 175,

M yusuf Qardhawi, Halal dan Haran:., hlm. 93.
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Atas dasar hadis di atas maka yang termasuk dilarang adalah
memproduksi, minta disuplay, pemakai, membawa, mengedarkan, makan dari
hasil penjualannya, membeli, minta dibelikan. Selain itu juga tidak diperbolehkan
menyediakan bahan mentah untuk pembuatan kharnr.

Sanksi bagi para pengguna, memproduksi, mengedarkan dan kegiatan
lainnya tidak terdapat ketentuan yang jelas atau pasti dalam sistem pengaturannya.

Al-Qur’an hanya mengisyaratkan dengan menyebutkan bahwa dalam &hamr

terdapat kemanfaatan dan keburukan, dan keburukkannya lebih besar,”” dan

seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan mabuk,*” kemudian dikatakan

33)

bahwa meminum khamr adalah perbuatan syaitan maka harus dijauhi.”” Atas

dasar dari surat al-Qur’an yang berbunyi:

) Abu Dawud Sulaiman Ibn as-Asy’as as-Sajistani al-Azdi, Swran Abi Dawud (Bairut:

dar al-Fikr, 1994), Jilid III: 324, “Kitab al-Asyribah”, “Pasal al-"Asir li al-Khamr”, “Bab fi al-
‘Imab Ya’sur bi al-Khamr”. Hadis dirwayatkan oleh Abd *Aziz dari lbn abi Syaibah. Termasuk
Hadis Sahih.

) Al-Baqarah (2): 219.
M An-Niisa® (4): 43.

) Al-Maidah (5): 90.
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Atas dasar teks wahyu tersebut para ulama fikih bersepakat bahwa khamr
itu haram."” Ketentuan sanksi yang harus dikenakan bagi para pelanggarnya.

Adapun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa, bagi para pelanggar harus diberi

sanksi pidana berupa dera atau had. Hadis tersebut adalah;

q}“b;“r‘i;‘“j°ﬁf“bi:yl:‘-jwfg“‘?ﬁﬂ_}*ﬂ E}TP-I-—HJA.:LPJL!'IJJQA__}\ o
A%NJ},\..'_) J:-T‘E(:ﬂa.vl}.!l 5.1__-}_—‘) 'Ax..l"_lgﬂ.{fbh"fr_a.lﬁ_; Lasll, @rb;w“r-a.lﬁj‘_jwb

33 § . -
gy 3 A e e U

Dalam kasus kizamr (psikotropika) ini batasannya dalam Islam adalah jika
barang tersebut memabukkan. Batasan ‘m‘abuk’ adalah perkataannya tidak

menentu sebagaimana biasanya, dan menurut imam Malik adalah sudah tidak

dapat membedakan antara yang baik dan buruk,’” dan ada unsur kesengajaan.

) fbid.

3 Amir Abd al-Aziz, al-figh al-finaiy _ﬁ—al-lsIEm (Bairut: Dar as-Salam, 1997), him,

** Muhammad Abd al-Baqy, a/-Lu'li* wa al-Marjain (Bairut: Maktabah ‘limiyah, t.t.),
Jilid. 1: 189. “Kitab al-Hudud™, “Bab Had al-Khamr". Hadis dari Anas. Hadis sahih.
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Sanks! bagi pecandu yang sudah minum sampai 4 (empat ) kali, maka menurut
hadis Rasul sanksi pidananya adalah hukuman mati. Hukuman maksimal ini
memilil;(i kesamaan dengan UU No. 5/1997 tentang psikotropika, yang memberi
sanksi pidana mati terhadap yang melakukan pelanggaran berat dalam

penyalahgunaan psikotropika.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripst ini adaiah penelitian
kepustakaan (/ibrary research), yaitu berusaha untuk mengumpulkan data yang
sesuai dengan pokok permasalahan dengan meneliti dan menelusuri buku-buku
yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran
secara Jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi terhadap tindak pidana
terhadap penyalahgunaan psikotropika dengan memberikan kejelasan suatu obyek
yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam yang memberikan penilaian-
penilaian secara obyektif.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dan penelusuran
kepustakaan yang berdasar atas sumber data primer, yaitu kitab a/-Jarimah wa al-

‘Ugubah fi Tasyri' al-Jing'i karya Abu Zahra, al-Tasyri’ al-Jina'i al-Islami, karya

¥ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-hukum figh., hlm. 506. Rahmat Hakim,



Abd al-Qadir ‘Audah. Sedangkan untuk data hukum positif sumber Primernya
adalah Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Disamping itu penyusun
juga berusaha untuk memperoleh data dari sumber sekunder, yaitu buku yang
berudul Penanggulungan Bahaya Narkotika dan Psikotropika oleh Sarlito
Wirawan Sarmono dan sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan
dengan tema pembahasan kami, yaitu Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan
Psikotropika.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif.
Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data
dengan berdasar atas Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan ini berfungsi
untuk mengukur kejahatan penyalahgunaan psikotropika dan jenis sanksinya.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasar atas norma agama
seperti al-Qur’an, Hadis, maupun kaidah-kaidah fikih. Dalam penelitian ini,
pendekatan ini berfungsi untuk mencan relevansi hukum positif maupun hasil
iftihad hukum Islam, apakah hukum tersebut /egifimate dalam perspektif sumber
hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul,
penyusun akan menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan
pengaturan dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika baik dalam

hukum Islam maupun dalam hukum positif untuk ditemukan unsur-unsur

Hukum Pidana Islam (Figh linayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97.
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persamaan dan perbedaan. Seclain ilu, juga unituk mencan efcktivitas kedua

hukum tersebut dalam menekan penyalahgunaan psikotropika.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagal usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini,
penyusun memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi tentang selayang pandang
mengenai latar belakang masalah penelitian ini. Selain tu juga berisi, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan atau telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas secara umum tentang psikotropika dan tindak
pidana penyalahgunaan psikotropika dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997
tentang psikotropika dan hukum Islam meliputi pengertian psikotropika, ruang
lingkup dan tujuan pengaturan di bidang psikotropika, perbuatan pidana
penyalagunaan psikotropika, penyalahgunaan psikotropika sebagai masalah sosial.

Bab ketiga adalah bab pembahasan yang mana pembahasan ini terfokus
pada penggalian data tentang pengaturan dan sankst hukum perbuatan pidana
penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang nomor 5/1997 tentang
psikotropika dan hukum Islam. .

Bab keempat adalah bab analisis, di mana data-data yang diperoleh akan
dianalisis untuk mengetahui dan memperoleh kesamaan dan perbedaan
pengaturan dan sanksi pidana penyalahgunaan psikotropika menurut UU No.

5/1997 dan hukum Islam. Selain itu, akan dibahas dan analisis tentang prospek
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kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan
pstkotrpika.

Bab kelima adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari hasil
penelitian ini. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas
pokok permasalahan yang telah diajukan dalam bab pendahuluan. Pokok masalah
tersebut yaitu tentang kesamaan dan perbedaan serta mengenai prospek kedua

hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini-akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitan dalam
rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan disesuaikan dengan urutan pokok
permasalahan yang telah diajukan pada bab pendahuluan yaitu tentang persamaan
dan perbedaan pengaturan dan sanksi penyalahgunaan psikotropika menurut UU
No. 5/1997 dengan Hukum Islam, dan sejauh manakah prospek kedua hukum
tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan psikotropika.
1. Persamaan dan perbedaan antara UU No. 5/1997 dengan Hukum Islam .

a. Persamaan
1. Baik dalam UU. No.5/1997 maupun hukum Islam penyalahgunaan

psikotropika termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

2

- Sankst hukumnya sama berat, yaitu maksimum hukuman mati

L)

Larangan penyalahgunaan psikotropika sama lengkap.

b. Perbedaan
1. Dilihat dan segi pengaturan dan sanksi terhadap pemakai (pengguna)
lebih rinci dan jelas hukum Islam.
2. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika di Indonesia adalah Undang-

undang yang, sedangkan Hukum Islam di Indonesia tidak mengikat



meski secara demografis mayoritas penduduk Indonesia memeluk

agama Islam.

L2

Hukum Islam mengatur diyat yang harus diberikan ahli waris terpidana
apabila hukuman had tersebut melebihi dar ketentuan syar'i sehingga
- 1a meninggal dunia,jika jhad itu lebih dari 40 kali deraan.
2. Baik undang-undang no.5/1997 maupun hukum islam mempunyai prospek
yang bagus dalam menangani kejahatan penyalahgunaan psikotropika, namun
kehadiran hukum yang berlaku di Indonesia hendaknya juga mengakomodasi
hukum Islam yang sekiranya bisa untuk meminimalisir kejahatan
penyalahgunaan psikotropika. Disadari atau tidak kontribusi hukum Islam itu

sangat diperlukan sehingga kemaslahaatn secara menyeluruh bisa ditemukan.

. Saran-saran

. Penelitian terhadap UU No. 5/1997 dan hukum Islam ini masih banyak
kelemahan, oleh sebab itu masih sangat perlu kajian lebih lanjut untuk
menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif dan yang
dibutuhkan.

. Bagi pemerintah dapat merancang undang-undang atau sebuah peraturan vang
lebih akomodatif terhadap hukum Islam, sebab dan beberapa aspek sanksi
pidana dalam Islam begitu jelas dan tegas dan ini adalah sangat efektif untuk

menekan kejahatan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia.
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3. Walau hasil penelitian ini masih banyak kelemahan, bagi kaum praktisi hukum
dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk
mengembangkan hukum yang lebih dinamis dan relevan.

4. Bagi kaum akademisi dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang lebih
komprehensif dan integratif guna menyempurnakan hasil penelitian 1m dan

mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HLM

TERJEMAHAN

Larangan-larangan syara’ {yang apabila
dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman fad
atau /a'zir.

R

(Nabi Muhammad) didatangi seorang laki-lak:
vang telah minum khamr. Maka Nabi pun
memben  hukuman kepadanya dengan dua
pelapah kumma sebanyak (sekitar} dua puluh
jilidan. Dan dikatakan pula bahwa hal ini juga
dilakukan Abu Bakar. Ketika Umar menanyakan
kepada sekelompok orang, maka Abdur ar-
Rahman bin ‘Auf menjawab bahwa paling berat
hukuman 1tu adalah delapan puluh kali, maka
Umar memerintahkan begitu.

[¥5]

Barang siapa meminum k/lzconr maka jilidiah 1a,
jitka 12 mengulangi lagi jilidlah ia, dan jika
mengulangt lagi jilidlah lagi, dan apabila ia
mengulangi lagi yang keempat kalinya maka
bunuhlah ia.

16

Rasulullah S.A.W. melaknat sepuluh kegiatan
khamr yaitu, yang memproduksinya, yang minta
diproduksikan, yang - meminumnya, yang
membawanya, yang minta di antarinya, yang
menuangkannya, vang menjualnya, yang makan
hasil penjualan, vang membelinya, dan yang
minta dibelikan.

L

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
khamr, judi, sembelihan untuk berhala dan undian
mengadu nasib adalah kotor dan termasuk
perbuatan syetan, maka hindarilah agar kalian
semua termasuk orang-orang yang beruntung

17

38

Bahwasanya Nabi S.A.W. kedatangan seorang
pria yang telah memimum khamr. Maka
Rasuluilah bersabda kepada sekelompok orang.
Hendaklah kalian semua memukulnya. Maka di

- . antara mereka ada yang memukul dengan sandal,

ada pula yang memakai tongkat, dan ada pula
yang memakai cambuk. Kemudian Rasulullah
S.AW. mengambil debu kemudian
melemparkannya ke mukanva

I1

24

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang
khamr dan judi. Katakaniah (bahwa) dalam kedua




hal tersebut ada bahaya yang besar, dan manfaat
bagi manusia, tetapi bahayanya jauh lebih besar
ketimbang manfaatnya.

38

Rasulullah didatangt seorang pria yang telah
(melihat seseorang) minum (khamr). Maka
Rasulultah bersabda; “Pukullah dia”. Abu
Huratrah mengatakan: Di antara kami ada yang
memukul dengan tangannya, dengan sandalnya,
dan ada pula yang memukul memakai bajunya.

Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk maka
sedikitnya pun haram.

10

27

Segala sesuatu yang memabukkan adalah
termasuk khamr, dan setiap khamr itu haram
hukumnya

11

HI

50

Rasulullah S A.W. melaknat sepuiuh kegiatan
khamr yaitu; yang memproduksinya, yang minta
diproduksikan, yang meminumnya, yang
membawanya, yang minta diantarinya, yang
menuangkannya, yang menjualnya, yang makan
hasil penjualan, yang membelinya, dan yang
minta dibelikan.

50

Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk maka
sedikitnya pun haram

13

51

13

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
khamr, judi, sembelihan untuk berhala dan undian
mengadu nasib adalah kotor dan termasuk
perbuatan syetan, maka hindarilah agar kahan
semua termasuk orang-orang yang beruntung

14

51

Bahwasanya  Rasulullah S.A'W. memben
hukuman fiud dengan dua sandal sampai empat
puluh kali, demikianlah hukuman /e bagi yang
meminum-minuman keras.

15

v

57

2

Siapa menahan anggurnya pada musim-musim
panen, kemudian menjualnya kepada seorang
Yahudi atau Nasrani atau kepada tukang
membuat arak, maka sungguh jelas dia akan
masuk neraka.




LAMPIRAN Il

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S TAHUN 1997

TANGGAL 11 MARET 1997

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No. Nama Lazim Nama Lain Nama Kimia
1. BROLAMFETAMINA DOB (+)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- a-metilfenctilamina
2. DET 3-[2-(dietilamino)etil Jindol
3. DMA (1)-2.5-dimetoksi- a-metilfenctilamina _ .
4. DMHP 3-(1.2-dimetitheptil}-8.8.9. 1 O-tetrahidro-6.6.9-timetil-6H
dibenzolb.d]piran-1-ol
5. DMT 3-[2-(dimetilamino)etil]indol
6. DOET (#)-4-etil-2.5-dimetoksi- a-fenctilamina
7. ETISIKLIDINA PCE N-etil- 1 -fenilsikloheksilamina
8. ETRIPTAMINA 3-(2aminobutil)indole
9. KATINONA (-)-(8)-2-aminopropicfcnon )
10, (+)-LISERGIDA LSD-25 9.10-didehidro-N-dicti!-6-metilergolina-8 P-karbuksamida
11, MDMA (#)-N. @ -dimetil-3.4(metilendioksi) fenetilantina
12. meskalina 3.4 5-timetoksifenetilamina
13. METKATINONA 2-(metilaminod-1-femlpropan- L-un
14. 4-metilaminoreks (F)-dis-2-amino-4-metl-S-feml-2.oksazoling
15. MMDA 2-metoksi- @ -menl3,5-(metilendioksi)fenetilamina
16. N-eiit MDA 2-metoksi- @ -metil-4,3-(metilendioksi)fenctilamina
17. N-hidroksi MDA (£)-N-[ a -metil-3.4-(metilendioksi) fenetil fhidroksilamina
18. parahcksil 3-heksil-7.8.9.10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b.ud]
piran-1-ol
19. PMa p-metoksi- a -metilfenctilamina
20. psilosina, psilotsin 3-[2-(dimetilamino)etil Jindol-4-ol
21. PSILCSIBINA 3-[2-(dimetilaminojetil Jindol-4-il dihidrogen fosla
23. ROLISIKLIDINA PHP. PCPY 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
23. STP, DOM 2.5-dimetoksi- ¢ 4-dimetilfenctilamina
24. TENAMFETAMINA MDA o -metil-3.4-(metilendioksiMenetilamina
25. TENOGSIKLIDINA TCP 1-f-( 2-ticnilisikloheksil Jpipendina
26. TMA (H)-3finmeroksi- ¢ -metlfenctilanina
DAFTAR PSIKQOTROPIKA GOLONGAN 11
No. Nama Lazim Nama Lain Nama Kimia
1. AMFETAMINA (£)- o metilfenetilamina
2. DEKSAMFETAMINA (+)- o -metilfenctilamina
3. FENETILINA 7-12-[t a -meulfenciil)aminoletit]teolilina
4, FENMETRAZINA 3.mwetil-2-fenilmorfolona
S, FENSIKLIDINA PCP |-t1-tenibsikioheksii}piperidina
6. LEVAMFETAMINA levamfetamina (-)-(R})- @ - metilfenetifamina
7. levometamfetanina {~)-N. a - dimetilfenctitamina !
8. MEKLOKUALON 3-(0-Klorofenil)-2-metil- 3 3//}-kuinazolinon :
9. METAMFETAMINA (+){5-N, o -dimetilfenetilamina :
10 METAMFETAMINA i
RASEMAT (£}-N. o - dimeulfenctilamina
11. METAKUALON 2-mctl-3-o-tilil-4{ 3H)-kuinazolinon
12, METILFENDAT Metil- « - lenil-2-ptperidinaasetal
13. SEKOBARBITAL Asam 5-alil-5-{ |-metilbutil)barbiturat
14. ZIPEPPROL o- {a mctoksibenzil}-4-(B-metoksifenctilj-piperzinetano




DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN 13l

]

No. Nama Lazim Nama Lain T Nama Kimia
1. AMOBARBITAL Asam 5-etil-5-isopentitbarbiturat
2. BUPRENORFINA - 21-siklopropil-7- &-[(S)-1-hidroksi-1,2.2-trimetilpropil -6
{4-endo<tano-6,7,8,14 tetrahidrooripavina
3 BUTALBITAL Asam $-alil-5-isobutilbarbiturat
4 FLUNITRAZEPAM 5-(c-fluorofenil)-1.3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1.4-
benzodiazepinZ-on
5. GLUTETIMIDA 2-til-2-feniiglutarimida
6. KATINA (+)-norpscudoefedrinal  (+)-{R)-0-[(R)-1-aminoetil]benzil alkohol
7. PENTAZOSINA *2R* . 6R*mlIR*)-1,2,3.4,5,6.6-heksihidro-6.11-dimetil-3-
(3-mclil-2-butcnil)-2.6-mclan_o-3-benzazosin-8-ol
8. PENTOBARBITAL Asam 5-ctil-5-(1-metilbutil}barbuturat
9 SIKLOBARBITAL Asam 5-{sikloheksen-1-il)-5-esilbarbiturat
| N |
DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV
No. Nama Lazim | Nama Lain | Nama Kimia
oL ALLOBARBITAL Asam 5,5-diallibarbitural
2, ALPRAZOLAM 8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-gewriazolo[4.32][ 1.4] benzodiazepina
3. AMFEPRAMONA diedlpropion 2-amino-S-fenil-2-oksazolina
4. AMINOREX
5. BARBITAL Asam 5.5-dietlbarbiwurat
6. BENZFETAMINA N-benzil-¥, a -dimetilfenetilamina
7. BROMAZEPAM 7-bromo- 1 3-dihidro-5-(2-piridil}-2H-1.4-benzodiazepin-2-on
8. BROTIZOLAM 2-bromo-i{o-klorofenil)-9-metil-6H-tenol[3.2-f]-s-triazolo[4.3-
a] (I1.4)diazep
9. butobarbita! Asam 5-butl-S-etilbarbitural
10. DELORAZEPAM 7-kloro-5-{0-klorofenil)- 1, 3-dihidro-2H- | 4-benzodiazepin-2-an
1, DIAZEPAM T-kloro- | 3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H- 1 J-benzodiazepin-2-on
12. ESTAZOLAM B-kloro-6-fenii-4H-s-triazolof4.3 a][].4]benzodiazepina
13, ETIL AMFETAMINA N-etilamfetamina | N-etil- a- metilfenctilamina
14. ETIL LOFLAZEPATE etil 7-kloro-5-{o-fluorofenil)-2.3-dihidro-2-okso-1H-1.4-
benzodiazepina-3-karboksilat
i5. ETINAMAT 1-etinilsikioheksanol karbamat
16. ETKLORVINOQL 1-kloro-3-etil-1 -penten-4-in-3-ol
17. FENCAMFAMINA N-ctil-femid- 2-norbornanamina
18, FENDIMETRAZINA (+)-128.38)- 34 diment: 2 fenidmorfoling
19. FENOBARBITAL Asam Seenl-S ten bttt
20. FENPROPOREKS (1) 3-({a -metlfonctd unaaolpropioniti}
21, FENTERMINA a. a2 -dimetltenctanung
22. FLUDIAZEPAM 7-kloro-S-{o-NMuorstemly- -dihudra- -metil. 2H- | 4-benzodiare.
pin-2-on
23, FLURAZEPAM 7-klore- 1 - 2-(dietilaminoketil}- 5-(o-Nuarofenil)- T 3-dihidro-24H-1-
4-benzodiazepin-2-un
24, HALAZEPAM 7-kloro-1.3-dihidro-5-tenil-1-(2_ 2. 2.rifluvoroctil)-2H-1 4.
benzodiazepin-2-on
25. HALOKSAZOLAM 10-bromo- 1 b-{o-fluorafenil)-2.3,7.1 1 b-tetrahidrooksazelo {3.2-
d)[ L.4]benzodiazepin-6({5H)-on
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Lampiran I

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-MAWARDI

Beliau adalah seorang ahli hukum tata negara islamn yang terkenal di kalangan
Islam sunni. Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Habib al-Basr, bergelar abu al-Hasan.
Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H, beberapa waktu kemudian bersama keluarganya
beliau pindah ke Baghdad dan di sana ia besarkan. Dari ulama-ulama terkemuka di
Baghdad, Beliau mendalami ilmu-ilmu agama Islam, di antara jalah al-Flasan ibn Al
al-Hanbali, Muhammad Ali al-Mukri, Mubammmad ibn al-Ma’ali dan Hamid al-
Isfirani,

Kedalaman {linu dan kemuliaan aklilaq al-Mawardi telah membuat ia terkenal
sebagal seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangan masyarakat atau
di birokrast pemerintahan. Beberapa kali beliau dipercaya memegang jabatan hakim
di Baghdad, di samping itu beliau juga mengajar. Beliau wafat tahun 1075 M(454 H)
dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di Bab al- Harb Baghdad. Salah satu karyanya
yang {erkenal sebagai ilmu hukum tata negara adalah al-Ahkam as-Suliciniyah.

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Nu’man Ibn Sabit at-Tamimi, lahir
pada tahun 80 H dan wafat 150 H atau tepatnva 699 M -767 M. Selama hidupnya
beliau bermukim di Kufah dan termasyhur dengan ilmu pengetahuannya di bidang
hukum. Beliau hidup dalam dua dinasti yaitu Bani Umayyah dan Abbasiah.

Abu hanifah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam , dan karyanya
yang sangat terkenal adalah kitab bernama “al-Figh af-Akhbar™. Beliau juga
dianggap oleh kalangan dunia Islam Sunni sebagai salah satu pembangun mazhab
empat yang sangat berpengaruh di dumia Islam terutama di negara sepertt Turki
Pakistan, AfgOanistan, Trans Yordania, Indo Cina, Cina dan Rusia.

?

IMAM MALIK IBN ANAS

Beliau lalir pada tahun 95 H/713 dan wafat pada tahun 179 H/789 M, di
Madinah. Beliau menuntut itmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar yang
berpengaruh luas. Imam Maltk memiliki dua keistimewaan yang melebihi para ulama
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dalam zamannya, yaitu spesitalis dalam ilmu Hadis dan memangku jabatan sebagai
mufti. Karya monumentainya bemama "“«/- Muwatia”, yaitu kumpulan hadis-hadis
yang di seleksi dan disusun olehnya. Disumping itu beliau memberi fatwa dan
mengajar hukum-hukum berdasar ijtthadnya.

Banyak mahasiswa bahkan ulama-ulaima yang datang belajar kepadanya,
termasuk Inam Syafi’i. Sebagaimana Abu Hanifah, beliau juga telah membangun
salah satu mazhab fikih yang sangat berpengaruh di kalangan kawn Sunni .
Pengikut-pengikutnya antara lain di Madinah, Maroko, Al-Jazair, Tumisia, Sudan,
Kuwait, Bahrain, dan Indonesia.

IMAM ASY-SYAFI'Y

Nama lengkap Imam Syafi’l adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’l, iahir di
Gaza pada tahun 150 H/757 M dan wafat di Kairo Mesir tahun 204 H/850 M. Dilihat
dari silsilah kefamilian masth ada hubungannya dengan Nabi, yaitu keturunan
Muthalib Ibn Abd al-Manaf. Sejak kecil beliau seorang yatim, aan menuntut ilmu di
Mekkah. Pernah belajar tentang Hadis pada Imam Malik Ibn Anas di Madinah,

Imam Syafi’i ini memiliki dua gau/. Pertama, ketika beliau bermukim di
Baghdad, pendapatnya disebut gau! gadim. Kedua, adalah ketika beliau tinggal di
Mesir dinamakan qau/ jadid. Karya monumentalnya adalah kitab “al-‘Um” dan “ar-
Risalah™. la adalah seorang ulama yang sangat berpengaruli di dunia Sunni, dan

sebagai salah satu Mazhab yang banyak dianut i Indonesia, Malaysia, Irak, dan
Yaman.
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